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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan didalam bab-bab 

sebelumnya, dimana telah dijelaskan prosedur pelaksanaan proses diversi 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta telah dijelaskan mengenai 

bentuk-bentuk peran serta masyarakat yang didapatkan dari berbagai 

narasumber dalam wawancara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Proses diversi di Kota Bandung sendiri bukan hal yang baru. Kesiapan 

dalam proses diversi sendiri dipersiapkan setiap instansi dalam 

pelaksanaannya, seperti penunjukan penyidik wanita dalam menangani 

proses diversi agar memberi rasa aman bagi anak, pelatihan bagi aparat yang 

memiliki minat terhadap masalah anak sehingga dapat ditunjuk sebagai 

aparat yang diberikan wewenang dalam proses diversi sehingga aparat 

tersebut memiliki wawasan terhadap proses diversi pidana anak. Namun, 

dalam pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum juga dalam praktiknya di Kota Bandung tidak selalu berjalan sesuai 

dengan apa yang telah diatur secara normatif dalam peraturan. Di tingkat 

penyidikan, aparat masih belum dapat bertindak secara tegas menyarankan 

bentuk negosiasi yang adil bagi kedua belah pihak dan cenderung 

memberikan keputusan yang berat sebelah sehingga terkesan ganti rugi 

yang diberikan dapat diberikan tanpa mempertimbangkan kerugian yang 

dialami korban. Di tingkat penuntutan juga masih terkendala pada 

ketidakhadiran pekerja sosial profesional di bidang anak yang dapat 

menjamin hak-hak anak dalam penjaminan kondisi psikis anak padahal 

anak masih dalam kondisi yang rentan baik secara biologis, psikis serta 

sosial, sehinggga perlindungan hak anaknya masih belum didapatkan oleh 
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anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan di tingkat pengadilan, 

berdasarkan kasus yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, diversi 

yang seharusnya tetap diupayakan oleh aparat malah dialihkan ke proses 

sidang anak biasa dengan alasan adanya hambatan karena pandemi, padahal 

secara normatif, belum ada aturan yang menegaskan bahwa proses diversi 

dapat dikesampingkan dalam kondisi adanya Pembatasan Sosial Berskala 

Besar sekalipun. 

2. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, masyarakat dapat berpartisipasi 

melalui sebuah lembaga yang mengawasi pelaksanaan sistem peradian 

pidana. Masyarakat harus terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana. 

Partisipasi masyarakat ini sangatlah penting, karena dari pandangan 

pandangan masyarakatlah dapat dinilai apakah proses penyelesaian perkara 

pidana itu dapat mewujudkan keadilan atau tidak. Masyarakat di Kota 

Bandung yang seharusnya mengambil peran dalam proses diversi masih 

kurang dilibatkan. Masyarakat belum selalu dapat dihadirkan dalam proses 

Diversi dengan beberapa alasan diundang namun tidak hadir karena tidak 

kesibukan atau karena masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum ataupun aparat penegak hukumnya. 

Keterlibatakn masyarakat sangat strategis dalam upaya diversi maupun 

dalam pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi guna mewujudkan keadilan 

Restoratif di Kota Bandung.  

 

5.4.  Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dan setelah 

ditarik kesimpulannya, maka berikut adalah saran-saran yang dapat penulis 

berikan : 

1. Aparat yang berwenang dalam proses diversi di Kota Bandung, baik di 

tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan seharusnya dapat 

mempelajari kembali mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan 

hukum sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak 
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yang berhadapan dengan hukum. Maksud dari mempelajari kembali disini 

adalah dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan penyelesaian perkara 

pidana anak yang diselenggarakan instansi terkait sesuai tingkatnya. Selain 

itu, aparat seharusnya dapat lebih aktif dalam mengikutsertakan masyarakat 

dalam proses diversi, seperti mengundang alternatif representasi masyarakat 

lain jika representasi masyarakat yang dituju tidak dapat menghadiri proses 

diversi tersebut. Hal tersebut dapat membantu anak dalam perlindungannya 

selama berjalannya proses diversi. Aparat penegak hukum seperti Penyidik, 

Peksos Profesional JPU Anak, Hakim Anak dan Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai fasilitator dapat mengupayakan keterlibatan 

masyarakat dalam proses Diversi walaupun dalam ketentuan normatifnya 

tertulis  “dapat” dan tidak mewajibkan namun dalam kenyataannya 

masyarakat memiliki peran startegis baik dalam upaya Diveri maupun 

pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi. Perlunya pemahaman kepada 

masyarakat tentang mekanisme penanganan ABH termasuk didalamnya 

adalah Diversi, oleh pihak yang berkompeten . 

2. Masyarakat seharusnya dapat lebih aktif lagi dalam proses diversi dengan 

merubah pola pikir labeling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Masyarakat juga seharusnya merubah stigma bahwa yang melakukan tindak 

pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi 

bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana karena kondisi anak berbeda dengan orang dewasa dan meskipun 

anak tersebut melakukan tindak pidana, selama masih dalam batasannya, 

anak tersebut seharusnya diberikan bimbingan yang baik oleh masyarakat, 

bukan hanya memberikan dampak yang buruk bagi anak karena kodnisi 

psikis anak masih sangat rentan. Adapun saran lainnya yaitu perlunya 

diskusi mendalam antar pihak yang terkait dalam dengan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung serta tokoh masyarakat guna mewujudkan LPKS 

yang lebih baik. Demi kepentingan terbaik bagi anak, dipandang perlu 

Optimalisasi Diversi dalam setiap perkara ABH yang terbukti melanggar 
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Undang-Undang dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga anak 

mendapat pembimbingan yang lebih komprehensif dari berbagai institusi. 

Pemerintah juga seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam partisipasi 

masyarakat jika merasa kehadiran masyarakat dalam proses diversi ini 

penting, seperti mempertegas kriteria masyarakat dalam perannya di proses 

diversi. 
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